
20
22

Peringatan hari internasional hak asasi manusia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember
dimaknai sebagai hari penting yang menjadi bagian dalam kampanye 16 hari anti kekerasan
terhadap perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) yang dimulai pada tanggal 25
November sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kampanye tersebut merupakan
kampanye internasional yang dilakukan guna mendorong upaya penghapusan kekerasan
terhadap perempuan di seluruh dunia. Dipilihnya rentang waktu mulai tanggal 25 November
hingga 10 Desember dilakukan dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan
terhadap perempuan dan hak asasi manusia, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap
perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 

Jika dicermati, sejarah kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pertama kali
digagas oleh Women’s Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for
Women’s Global Leadership. Dalam mendukung hal tersebut, Deklarasi Universal Majelis Umum
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajak pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga
swadaya masyarakarat (LSM) untuk mengatur kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini penting dilakukan
mengingat penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja sama dan sinergi
dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak serentak. Bagi Indonesia, kekerasan
terhadap perempuan menjadi isu yang sangat menonjol dan membutuhkan perhatian banyak
pihak. Bukan saja disebabkan makin beragamnya kasus kekerasan yang dialami perempuan
namun intensitasnya pun sangat mengkhawatirkan. Menurut data Komnas Perempuan, pada
bulan Januari s.d. November 2022 angka kekerasan terhadap perempuan mencapai angka
3.014 kasus, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik dan 899 di ranah personal.
 
Dalam rangka mendukung gerakan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas
Perempuan bersama-sama dengan mitra menyelenggarakan kampanye di seluruh Indonesia.
Adapun tujuan dari kampanye tersebut, adalah untuk: meningkatkan pemahaman mengenai
kekerasan berbasis gender, memperkuat penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan, membangun kerjasama dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap
perempuan, mengembangkan metode yang lebih efektif dalam gerakan penghapusan segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan solidaritas kelompok perempuan, dan
menekan pemerintah untuk melaksanakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Dalam kunjungan tersebut, Komnas Perempuan menemukan dan mendapatkan informasi
bahwa masyarakat menyambut baik hadirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS). Keberadaan UU TPKS sangatlah dinanti khususnya bagi korban,
keluarga korban, pendamping maupun saksi dan masyarakat atas terpenuhinya hak-hak
perempuan korban kekerasan seksual termasuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual
yang melibatkan publik secara luas. 
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komnasperempuan.go.id, 10 Desember 2022;
Media Indonesia, 9 Desember 2022.
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Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mendesak
Kepolisian Republik Indonesia untuk segera merealisasikan pembentukan Direktorat
Pelindungan Perempuan dan Anak guna meningkatkan perhatian pada pelindungan
perempuan dan anak dari tindak kejahatan.

Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat menghimbau pemerintah dalam
hal ini Kementeriaan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak agar
melibatkan publik khususnya lembaga layanan.

Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong Kementeriaan
Dalam Negeri untuk memerintahkan kepala daerah supaya mengeluarkan kebijakan
kondusif dalam rangka pelindungan perempuan khususnya dari tindak pidana
kekerasan seksual dan penyediaan alokasi anggaran yang memadai dalam
menangani dan mencegah tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.
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Tidak hanya itu, Pemerintah daerah pun mendukung pelindungan perempuan dari tindak
pidana kekerasan seksual melalui kebijakan dan dukungan anggaran. Seperti yang dilakukan
oleh Provinsi Kepulauan Riau yang telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2022
tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana. 

Langkah yang diakukan oleh Provinsi Kepulauan Riau menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah
lainnya untuk juga memberikan dukungan yang sama dan berencana akan menerbitkan
peraturan daerah serupa sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah atas disahkannya UU
TPKS. Lebih lanjut, dukungan lainnya juga dilakukan oleh Kepolisian yang bekerja sama dengan
Komnas Perempuan dimana Kepolisian telah menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus
kekerasan seksual. Sayangnya meskipun dinilai sudah memadai, namun harus diakui bahwa
belum semua pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat
mengimplementasikan mandat UU TPKS. Keterbatasan sumber daya dinilai menjadi salah satu
hambatan yang dialami oleh lembaga layanan baik yang dikelola masyarakat sipil maupun
pemerintah, termasuk di dalamnya petugas yang menangani kasus kekerasan seksual di
Kepolisian. Perlu dukungan penguatan kapasitas dan kelembagaan melalui pembentukan
Direktorat Pelindungan Perempuan dan Anak untuk segera dapat terealisasikan
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